BAB III
HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN
HARTA DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

3.1. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam
3.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama
Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan di luar hadiah dan warisan. Maksudnya harta yang didapat

atas usaha mereka, iri-sendiri selama masa ikatan

perkawinan. Istilah dal dapat dikategorikan sebagai

jkah atau join anta

BeDerapa ahli meng pengertian hafta bersama di

antaranya:

UIN:IMAM:BONJOL

suami-istri secara bersama-sama, sehingga dari sisa belanja

sehari-hPAﬂ ta an tidak menjadi
persoala¥ ap%kah 1 %an tif beR®Ja atau istri yang

mengurus rumah tangga. (W. Alhafidz 2013, 63-64)
b. Andi Hamzah, mengatakan “harta bersama adalah harta yang
diperoleh bersama suami istri selama perkawinan”. (Hamzah

1986, 231)
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c. Sudarsono mendefinisikan “harta bersama adalah harta yang
diperoleh suami istri secara bersama-sama di dalam perkawinan”.
(Sudarsono 1992, 160)

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh
suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal

35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

1. Harta benda yang diper6leh 'selama perkawinan menjadi harta
bersama.

2. Harta bawaan_dari masing-masing suami dan istri dan harta yang
diperoleh anasing-masi ai hadiah atau warisan, adalah di
bawah [penguasaan sepanjang para pihak tidak

mempunyai anak (Ali 2006, 56). Menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi

m | himta a la a u Byirk
UINIMAM BONJOL
selama dalam_ikatan perkawinan berlangsung dag selanjutnya disebut
harta bersa 5 n st nama siapapun.

(Syaifuddin, 4,919

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal
86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1985, maupun pasal 85 KHI, telah memberi
nama “harta bersama” terhadap harta pencarian suami istri dalam
ikatan perkawinan. Tampaknya undang-undang tersebut bermaksud

memberi nama yang bersifat umum melalui pendekatan bahasa
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Indonesia yang dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat.
Selama ini, sesuai dengan keanekaragaman lingkungan masyarakat adat
yang bersangkutan. Masyarakat Aceh menggunakan istilah “harta
seharkat”, dalam masyarakat suku Melayu dikenal dengan sebutan
“harta syarikat”, masyarakat Jawa memberi istilah harta “gono-gini”
(Yahya 2005, 272).

Di Bali harta bersamd dipergunakan istilah Druwe-gabro, di
Kalimantan disebut Bar@ng-Perpantangan, di Minangkabau dikatakan

Harta Suarang, digMadura dikepahdengan Ghuna-ghana, di Sunda diberi

nama Guna-Kaya dan di S n dikenal dengan nama Barang-

al 35-37,

sebagai berikut:

1) Harfa beada g diberaleh ap
r
IMAM.B

benda yang diperoleh masing-masing sebagal hadiah atau

wari la dibageh e masing-masing
sepa p elNt . (Undang-Undang
Perk@vin un@wog4, @)

Berdasarkan pengertian Pasal 35 di atas, dapat dipahami bahwa

segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar
harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Ini sejalan

dengan firman Allah Surah An-Nisaa’ (4) ayat 32, sebagai berikut:
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Artinya:
“Dan janganlah kamu jri hati terhadaphapa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagiangkamu lebih banyak dasi sebahagian yang lain.

ada“bahagian dari apa yang
lah sebagian dari karunia-

dacuan

Islam

ma dalam i menutup

harta istri karena perk
(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya,

UIN FWIWM“B‘DONJU L

Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam

(1) Hart an istri dan harta
yan iah atau warisan

adalah dlbawah penguasaan masing-masing sepanjang para
pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,
hadiah, shadaqah, dan/atau lainnya. (Kompilasi Hukum Islam,
349)

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam

perkawinan, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
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Perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami
atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain
halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaannya
diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang
menyatakan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta
bawaan masing-masing.

Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam

“Suami bertanggung jawab ‘menjaga harta bersama, harta istri
maupun hartanya sendiri”. (Kompilasi Hukum Islam, 350)

Pasal 90 Konmpilasi Huku

a harta bersama,
lasitHukum Islas

>_%v 3 .8 A > £ e Ao E .
<; ”"l/'<~'»[a'/é\>.‘~'w;‘§ , Lé ;’:‘JSS-A‘O'/A ‘9—9—9—’““‘ Lé:fj
Ggs <o
UIN IMAM BONJOL

Artinya:

“Kaum laki-la anita, oleh karena
Allah telah m@ebi i i) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka).... ”.

Selain ayat al-Qur’an tersebut, juga hadis Nabi Muhammad

menjelaskan mengenai pemanfaatan harta, termasuk kewajiban suami
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dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup istri dan anak-anaknya dan

biaya lainnya yang merupakan hak istri. Hadis dimaksud, sebagai

berikut:

ngetahuan

t ? Beliau hartanya
ncukupi_ke -anakmu”
Pasal 91

(1) Harta bersama sebagaii®®ha tersebut dalam pasal 85 di atas
dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

UIN:AMAM:-BONJOL

kewajiban.

(4) Harta daiatlij a g ang jaminan oleh
salah“P j i innya. (Kompilasi
HukunW®isla®, 359)

Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa
adanya perbedaan kehidupan sosial di zaman Nabi Muhammad dengan
kondisi sosial saat ini, saat ini ditemukakan harta yang berupa surat-
surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain). Oleh karena itu,

pengertian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak



57

hanya barang-barang berupa materi yang langsung dapat menjadi
bahan makanan, melainkan termasuk non materi berupa jasa dan
sebagainya. paling penting adalah penggunaan kekayaan yang
dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan
bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai
tujuan perkawinan. Jika kekayaan bersama digunakan oleh salah satu
pihak, tetapi tidak berdasarkam ‘persetujuan pihak lainnya, maka
tindakan hukum yang_.demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami

maupun istri tanpa persetuju eduanya dalam menggunakan harta

bersama menurut hukumj

Pasal

i Hukum

Pasal 93,

(1) Pertanggung hadap hutang suami atau istri

dibebankan pada hartanya masing-masing.
) Pegtag@suaojavgabanategiada tangsezanga dilakuk i K
keflle r ban e @ 3 sanfi. @
) Bi en iNgibgb Kk e
mi.
(4)Bila h ugmni tj adzmatayatid ukupi dibebankan
“PADANG

sua
Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri
sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang
mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua, ketiga, atau yang keempat. (Kompilasi Hukum Islam, 351)
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Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2),
suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk
meletakan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama
seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapatdilakukan penjualan atas harta bersama
untuk kepentingan keluarga déngan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 KompilasiddukumTslam

(1) Apabila‘terjadi cerai
hak pasangan yag

3 separoh harta bersama menjadi

(2) Pembagian ha ama bag ang suami atau ist@d yang

jstri atau sua hilang har hngguhkan samjadindanya

jan mat ang hakiki g atinya ilm atas
Penoadilan Aga

hidup, masi brdua dari

jang='tidak lalam hal

Ny, i Hukam Isla

3.1.2. g Lingkup @ ya Harta™® a

Ruang lingkup harta ber a yang dimaksud adalah bagaimana

cara_menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai

UIN: i“MA @N&J &
menentukan rkawinan dengan
sendirinya a. Penerapannya

tentu tidak mudah diperlukan analisis dan keterampilan dalam

penerapan. Analisis dan keterampilan penerapan itu yang akan
diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan
pengadilan.

Berdasarkan paparan di atas, ruang lingkup harta bersama

meliputi:
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1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang
termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat
pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta
tersebut menjadi objek harta bersama suami istri tanpa
mempersoalkan:
a) Apakabh istri atau suami yang membeli;
b) Apakah harta tefdaftar atas namaistri atau suamij;

c) Dimana harta ituterletg

Bardang yang dibg kawinan berlangsung otomatis

bersama.

970. Putusan
tempat yang
jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama
a pembelign dilaku largaeperkawigan.
UIN IMAM-BONJO
suaml atau istri. Jika uang pembeli barang secara murni berasal
dari hart@8pr b dilgeli teMmasuk objek harta
bersama.AﬂANﬁlik pribadi suami

atau istri. Hal itu dapat dilihat pada kaidah yang tertuang dalam

putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975 No. 151
K/SIP/1974).
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai

dari harta bersama.
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Patokan berikut untuk menentukan sesuatu barang termasuk
objek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya
pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan,
meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi
perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung
mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian.
Semua harta dan uang simipanan dikuasai suami, belum dilakukan
pembagian, dari udng simpanan teéssebut suami membeli atau

membangun gfumah.” Ru ang dibelijatau dibangun suami

sesudah terjadi perce dari harta bersama, barang hasil

ang dibeli, ! g rasal dari
barang tg
arang dibeli alg 2lah terjadi

Tindakan dan iktikad sepert itu bertentangan dengan hukum dan

epatyt uk gnengatasinya, lal@an Rartagber
UIN-tMAM-BONJ

asal barang 1tu berasal dari harta bersama walaupun wujud

“PADANG

3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama.
Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya
menjadi harta bersama. Umumnya pada setiap perkara harta

besama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa
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harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi milik pribadi. Hak
pemilikan tergugat bisa didalihkannya berdasar atas hak
pembelian, warisan atau hibah.

Patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk
objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan
keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang
digugat benar-benat diperolehyselama perkawinan berlangsung,
dan uang pembelinya tidak berasal daxi uang pribadi. Patokan yang

semacam itutértuang secargselas dalam putusan Pengadilan Tinggi

Medan tanggal 20 Nop

bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh

UIN-IMAM-BONJOL

Apabila suatu harta terdaftar atas nama adik istri atau suami, tetap

-~ PADANG: -
diperoleh®selafha p ndh. H i d¥pa at dalam putusan

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 1971 No. 1031 K/
Sip/ 1972. Dalam putusan ini Pengadilan Tinggi Medan
mempertimbangkan:

“Sekalipun toko dan barang-barang yang ada didalamnya telah
diusahai dan dialih namakan atas nama adik suami, akan tetapi
terbukti bahwa toko tersebut dibeli sewaktu perkawinan
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dengan istri maka harta tersebut sekalipun sudah dipindahkan
kepada orang lain, harus dinyatakan bersama yang dapat
diperhitugkan pembagiannya di antara suami istri dengan
adanya perceraian diantara mereka.”

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan
jatuh menambah jumlah haftta bersama. Tumbuhnya berasal dari
harta bersama, sudah semestinyayhasil tersebut menjadi harta
bersama. Penghasilan yang tumbuh daridharta pribadi suami istri,

akan jatuh menjadi olj bersama. Fungsi harta pribadi

dalam | perkawi g | dan meningkatkan

esejahteraan ke . Sekalipun an pemilikan hg pribadi

ah kekuasa harta

memang tid yat, tetapi

daripadanya jek harta

ini /perlaku istri tidak

A perjas ? jika dalam

pe perkawina engenai g timbul dari

harta pribadi, seluruh has G diperoleh dari harta pribadi suami

istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya, rumah yang dibeli dari

UIN:IMAM-BONJIOL
enj&di sa
Hart g gibelj i hzmil jugla ta pribadi dengan
harta yarPA DANGarta pribadi harus

dibedakan. Harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi,
tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi. Untuk itu dapat dilihat
penegasan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1975,
No. 151 K/ Sip/1974 (Barang yang dituntut bukanlah gono-gini

antara Abdullah dan Fatimah karena barang-barang tersebut dibeli

dari harta-harta bawaan milik Fatimah). Begitu pula milik pribadi
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yang ditukar dengan barang lain, tetap mutlak jauh menjadi milik
pribadi. Namun hasil yang timbul dari harta pribadi, jatuh menjadi

harta bersama.

5. Segala penghasilan pribadi suami istri
Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No.
454 K/Sip/1970:

“Segala penghasilan pribadi suami istri baiik dari keuntungan
yang diper6leh dari perdagangan ‘masing-masingg ataupun
hasil perolehan masj ing pribadi sebagai pegawai jatuh
menjadi harta be i

genai pen

Malahan

enegaskan:
jadi harta

bersam ' i perkawinan

bubar.

UIN-IMAM-BONJOL

meninggal atau karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan
sendirinya mP kﬂAN@ Penegasan yang
seperti itu antara Yain iifhat alam Put Mahkamah Agung
tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/ Sip/1974. Putusan ini
ditegaskan “Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang
diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada

saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata

antara bekas suami istri.”
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Kaidah yang menegaskan terbentuknya harta bersama terhitung
sejak berlangsungnya perkawinan, sudah sejak lama diperpegangi.
Pendapat dan pendirian itu bukan baru muncul sejak berlakunya UU
No. 1 Tahun 1974. Sebelum itu sudah diterapkan kaidah yang
menegaskan terbentuknya harta bersama terjadi selama perkawinan
berlangsung. Contoh putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan jauh
sebelum UU No. 1 Tahun 4974 ‘berlaku, yakni putusan tanggal 7
November 1956, No. 51 K/Sip/1956. Putusan ini telah ditegaskan

bagaimana cara tefbentuknya a bersama, berupa segala harta yang

diperoleh selama perka wujud menjadi harta bersama

Jjami istri.

Ratokan untu jentukan ap3 sesuatu barga Il harta

te edalam harta be entukan

ole : ( ), dengan

send : ' menjadi ha Pr'Sa jika harta

ah’”

yang 21 arisan’satau Jatu pihak,

harta Niasuk harta bersg jadi “harta

pribad nya, s dapat harta

Arta tersebut ¥ oleh selama

warisan orang tua.

perkawinan berlangsung, oleh Rrena harta yang diperoleh berbentuk

rigan, karga itysaka endadignilik gEibadi panerigia warisag. itu
UIN:IMAM BONJOL
an diperuntukan secara pribadi kepada suami istri, harta tersebut
tidak jatuh gt a tailj jadi harta pribadi
e PRDANG

Patokan semua harta yang diperoleh selama perkawinan akan
jatuh menjadi harta bersama, harus dikecualikan harta yang diperoleh
salah satu pihak sebagai warisan atau hibah. Harta warisan atau hibah
yang diperoleh selama perkawinan, jatuh menjadi milik pribadi

penerima. Harta tersebut berada dalam kandungan ketentuan pasal 35



65

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yakni harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah
penguasaan masing-masing sepanjang suami istri tidak menentukan

lain dalam perjanjian perkawinan.

3.1.3. Pembagian Harta Bersama
Menurut Pasal 37 UUgNomor. 1 Tahun 1974, bila perkawinan
putus karena perceraian harta bersama, diatur menurut hukumnya

masing-masing. Apa yang dimakgud dengan hukumnya masing-masing,

ditegaskan dalam penjela sendiri yang berbunyi: “yang

® ahli waris,

menerima bagian warisan pula

]anda atau duda cerai hidup masmg masmg ber ak seperdua dari

harta be a tid dalam perjanjian
perkawi Pﬁ B

Ketentuan ini menunjukan bahwa pembagian harta bersama

faraidl). (Direktorat, Direktorat dan

dalam hukum islam baik dalam cerai mati dan cerai hidup, sudah
mendapat kepastian positif. Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam
Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974
suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta

bersama apabila perkawinan pecah. Tidak menjadi soal apakah
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pecahnya karena cerai mati atau cerai hidup. Pendirian yang digariskan
dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan pandangan orientasi
makna syarikat yang ditentukan dalam hukum islam itu sendiri.
Bukankah harta bersama yang dilembagakan dalam perkawinan seperti
yang dikemukakan Ismail Muhammad Syah merupakan hasil konstruksi
hukum yang ditarik dari syarikat abadan.

Harta bersama disejajarkanpkonstruksinya dengan pengertian
syarikat, sehingga suami istri” dianggapybersyarikat atau berkongsi
terhadap harta befrsama, adalahggatut untuk memberi hak dan bagian

yang sama apabila perkayy pecah:‘Pendapat dan penerapan

hal terjadi
Ami dan istri

Masalah penerapan pWgglgian harta bersama dalam cerai

hidup, tidak begitu menimbulkan persoalan. Pembagian ini dapat

UIN-IMAM BONJOL
eNBlapa t ba@idh. n pe n 5
bersama dal adman A Mok Mgealgh iggmlggsa timbul berbagai
masalah yan;RABAtNﬁG

1). Cerai Mati tanpa Anak
Cerai mati tanpa anak yang dilahirkan dalam perkawinan,
penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa variasi.
Misalnya suami meninggal dunia tanpa anak, sehingga yang tinggal

hanya janda. Terhadap kasus yang seperti ini ada yang

berpendapat, harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh
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menjadi warisan janda. Paling tidak, si janda berhak untuk
menguasai dan menikmati selama hidup atau selama dia belum
kawin dengan lelaki lain. Pendapat yang seperti ini dapat dibaca
dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 1960 No.
302 K/Sip/1960, dalam putusan ini terdapat uraian pertimbangan
yang menjelaskan:

“Menurut hukum adat diwseluruh Indonesia, seorang janda
perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal dari
suaminya dalam arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang
asal itu_sébagian haru ap di‘tangamyjanda sepanjang perlu
untuk® hidup secar mpai ia meninggal atau kawin
lagi, sedang di di“Indonesia di samping
ketentuan in ;

harta bersama dibagi dgg¥etengah bagian untuk janda dan

setengah bagian untuk ahli waris mendiang suami. Cara demikian

UIN-IMAM BONJOL
eny@ir e es pe 13 kah) 3 o
pada saa tagaenigmmalan gerb t ibagi. Penyelesaian
harta berRlAnA NGigantungkan pada

kematian janda atau perkawinan janda dengan lelaki lain.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1981
No. 02 K/Sip/1979, dalam putusan ini pembagian harta bersama

antara janda dengan ahli waris mendiang suami, diterapkan secara

langsung tanpa menggantungkan pada klausula kematian janda
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atau kawinnya janda dengan lelaki lain. Hal itu dapat dibaca dalam
kesimpulan pertimbangan yang berisi kaidah:

“Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta
bersama (harta syarikat) antara suami istri. Apabila suami
duluan meninggal tanpa keturunan, istri sebagai janda berhak
mendapat %2 (seperdua) bagian, sedang %2 (seperdua) bagian
lagi menjadi hak ahli waris yang selebihnya secara bersekutu
sesuai dengan kedudukan dan pembagian yang ditentukan
menurut faraidl”.

Cara penerapan pembagianharta bersama seperti ini menjadi

jernih dan_tdntas. Tidak i sangkut pautybersama dengan ahli

waris mendiang s uraian di atas, sekalipun

pihak yang masih hidup dengan ahli waris yang meninggal tanpa

UIN:IMAM BONJOL

menjadi bagian duda dan yang setengah bagian jatuh
'aN.ﬁuami yang duluan
etah i meninggal, harta

bersama dibagi dua, setengah bagian menjadi hak istri sebagai

menjadi

meningga¥, de

janda, yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris mendiang

suami.
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2). Cerai Mati dan Ada Anak

Kasus dalam cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik
istri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta
bersama. Demikian kira-kira bunyi putusan Mahkamah Agung
tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959. Jadi apabila suami
meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan janda (anak),
menurut hukum baik anak-anak atau seorang dari anak maupun
janda, dapat menuntut pembagian ‘harta bersama. Tuntutannya

tentu berisigfsetengah bagian menjadi shak mendiang suami,

merupakan tirkah bz pendiang suami (dalam hal ini

anak-anak
ana ibu atau
freka. Sudah Pan menuduh

anak yang menuntut pembdgian harta bersama orang tua mereka

bagai gakgurhaka, enghigdari argt yag@g lelaih hagauk
U ' N;abi i y " lN v e
o .

rongan nilai dan faktor ekonomis sudah semakin dominan

mempen ' id a o‘. r usW, sehingga banyak
ibu tiri dau i 1id angc empereteli harta

bersama dan istri atau suami pertama.
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3.2. Harta dalam Masyarakat Minangkabau
3.2.1. Pengertian Harta Pusaka dan Jenis-Jenis Harta dalam
Masyarakat Minangkabau

Harta pusaka disebut dengan Pusako atau harato pusako segala
adalah kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan
pusako harato (Amir 1997, 94-95). Pengertian umum harta pusaka ialah
sesuatu yang bersifat materialfyangiada pada seseorang yang mati yang
dapat beralih kepadaglorang 'lain semata akibat kematiannya itu.

Berdasarkan pengertian ini gikemukakan kata “material” untuk

memisahkannya daripadg perpindahan yang berlaku dari

Hutan dan

b. Sawah dan ladang

UIN IMAM-BONJOL

dandam perKuburan

. PADANG

h. Peralatan dan lain-lain.
Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan
perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk
kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris.

Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan
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berkembangnya kehidupan kota, maka peranan harta pusaka sebagai
sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minang menjadi makin
lama makin berkurang. Peranan harta pusaka sebagai simbol
kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan
matrilineal di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat
pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik. Namun
sebaliknya, harta pusaka sebagai milik kolektif (bersama) tak jarang
pula menjadi “biang keladi” dalam menimbulkan selisih-selisih dalam

keluarga Minang,

Macam-macam hayg gat ditinjau dari beberapa segia

giantaaranya:

gi wujud bend

sahkan lagi
ak. Adapun
aran seperti

pakaian kebesaran berikut ker

U ' ﬁkbe ) Kamr kgra eNnda | n

Dua bentuk harta tersebut di atas, tanah menempati kedudukan

utama dalam@halaiWisa r tdmh mwdat Minangkabau
merupakan sah sgtu Ugs a Pheal Minangkabau.

Disamping itu bagi orang Minangkabau dianggap sebagai salah satu

ya dan ada pula yang sama sekali

kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan negri.
Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam negri

yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam negri.
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Pembahasan selanjutnya dalam pasal ini lebih diarahkan kepada
harta pusaka dalam bentuk tanah ini. Adapun rumah walaupun bukan
dalam bentuk tanah, tetapi karena kaitannya yang erat dengan tanah
menurut adat, maka akan dimasukkan ke dalam pengertian di atas.
Adapun barang berbentuk materi lainnya, tidak menduduki tempat

yang penting dalam kehidupan adat Minangkabau.

2)  Segi bentuknya

Berdasarkanfsegi bentukapga tanah dapat, dipisahkan pada dua

macam yaitu hutan tinggj endah.“Dimaksud dengan hutan

pada waktu mereka mendapat K& suatu tempat pada waktu dahulunya.

ebagian gre b1saakanaol nenak

moyang tersebut. Sebagian besar lainnya dibiarkan dalam bentuk tidak

terolah sebag n W ‘ n bangan anak cucu
kemudian ha

Kedua macam tanah tersebut ditentukan oleh nenek moyang bagi

L

kepentingan bersama seluruh anggota keluarga secara kolektif dan
dipegang oleh penghulu dari kaum atau keluarga itu. Hak kaum sebagai
masyarakat hukum adat yang melekat pada tanah disebut hak ulayat,

dan tanah itu sendiri disebut tanah ulayat kaum yang dipegang oleh
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penghulu dari kaum itu. Walaupun keseluruhan tanah, termasuk apa
yang berada di dalamnya, apa yang terdapat di atasnya menurut adat
adalah tanah ulayat penghulu, tetapi dalam kenyataan yang berlaku
pada waktu ini, sebagian sudah digarap secara taruko dan telah
diusahakan secara tanah pertanian dalam pelaksanaannya telah diatur
menurut mekanisme “ganggam beruntuk” untuk setiap kesatuan
paruik. Juga telah terbagi kepada bagian suku yang lebih kecil yaitu

rumah waktu terjadi pecah perut.

h di tangan

arisnya, ada

tiga macam:

. ecar
1MAM-BONJOL
idapat seseorang dari angkatan sebelumnya sebagai akibat kematian
angkatan ter pada dua macam
~"PADANG

a) Harta Pusaka Tinggi (Harato Pusako Tinggi)

Harato Pusaka Tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi
secara turun temurun berbilang generasi, sehingga tidak jelas lagi
siapa pemilik awalnya (Kamaluddin 2005, 86). Sesuai dengan

pantun sebagai berikut:
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Biriak-biriak tabang kasasak (Birik-birik terbang ke sasak)

Dari sasak turun ka halaman (Dari sasak turun ke halaman)
Dari ninik turun ka mamak (Dari ninik turun kepada mamak)
Dari mamak turun ka manakan (Dari mamak kepada
kemenakan)

Apabila para ahli waris tetap menjaga keutuhan warisan itu,
dan kemudian pada gilirannya mewariskan pula kepada ahli
warisnya, sehingga tidakeémudah mengadakan kesepakatan untuk
pengelolaannya, maka statusnya dapat dipandang sebagai pusako

tinggi (Pusakd Tinggi). Proges pemindahan, kekuasaan atas harta

akan dalam istilah adat disebut

pusaka ini dari ma

nya untuk
A tidak akan
tindakan itu
apabila seluruh ahli wari sepakat. Petitih adat Minangkabau

mengatakan tentang harta warisan itu: warih dijawek pusako

UIN-IMAM:BONJOL
arisn®i un da herha a ' Snis®
menjawa en put , (Btag ai pusaka yakni
sebagai vPAA AWNGa pusaka tersebut

harus ditolong atau dipelihara, karena ia merupakan suatu lembaga
milik bersama untuk turun-temurun. (Navis 1984, 163)

Hal itu berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.
Karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari

mamak kepada kemenakan, tetapi dari uo atau nenek. Jadi harta

pusaka tinggi tidak hanya milik orang yang hidup pada masa
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sekarang ini, tetapi juga milik anak cucu, yang akan lahir seratus
atau seribu tahun lagi. Orang yang hidup sekarang wajib menjaga
dan memelihara serta boleh memanfaatkannya, untuk kepentingan
dan kehidupannya saat sekarang, seperti pepatah adat: aianyo
buliah disauak, buahnyo buliah dimakan, tanah jo buminyo adat nan

punyo. (Zulfahmi 2018, 67)

b) Harta PusakaRendah (Harato Pusako Randah)

Warisanfyang ditinggaékan seseorang,pada tingkat pertama

disebut (sebagai pusg pusaka rendah). Karena ahli

I Rendah

ama ibu

fliwariskan

gganai itu send

setelah diwariskan lagi kepada anak-

Harta Pusaka Rendah 1
ak isghut dengag Hgrta . Hagha pusaka rengah
UIN-IMAM-BONJOL
atau kepada Kkemenakannya. Harta susuk adala arta yang

disisipka P a i #flan®asalnya diperoleh
dari wariggn n k, '@, amak.

Harta susuk ini mempunyai potensi besar dimasa datang

untuk menambah Pusaka Tinggi Minangkabau, baik di ranah
Minangkabau sendiri apalagi dirantau. Bila harta pusaka rendah di
luar Ranah Minang dapat dinaikkan statusnya menjadi Harta

Pusaka Tinggi dengan penerapan hukum pusaka tinggi yang tidak
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boleh lagi diperjual-belikan atau dipindah tangankan di luar orang
sesuku, maka akan bertambah luaslah harta pusaka tinggi milik
orang minangkabau, khususnya di Rantau. Hal ini pasti akan sangat
memperkuat fundamental orang Minangkabau dalam bidang

ekonomi jangka panjang. (Amir 1997, 97)

b. Harta Pencarian
Harta pencarian ialdh harta yang didapat dari hasil usaha sendri,

waktu bujang atau setelah kawimabaik dengan mengolah tanah pusaka

atau kerja lain seperti, b iperoleh dari pemberian atau

a pencarian 08 modal send perti menjual

jasa atau menjadi pegaWai pemerintah, maka hasil pencarian

UIN IMAM-BONJOL

tanah ini jatuh ke dalam status harta pusaka paruik ibunya.

(d) Hartagpe n E i 1y endiri, dalam arti
istri tilak j b gl i .

(e) Harta pencarian dari usaha mengelola tanah milik istri, dan

—

rumah atau kedai yang dibangun diatas lahan milik istri. Status
harta ini sepenuhnya milik istri atau ahli warisnya.
(f) Harta puasaka kaum yang dahulu tergadai kemudian ditebus

oleh seorang dengan uang pencarian sendiri. Status harta ini
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milik orang yang menebus selagi uangnya belum dibayar oleh
kaum. Tetapi bila ia mati harta itu jatuh kepada ahli waris
menurut garis ibu.

(g) Harta yang berasal dari hibah atau hadiah dari orang lain.
Dimasukan kedalam kategori harta pencarian sendiri.

(Kamaluddin 2005, 89-90)

c. Secara Hibah

Yaitu harta_yang dimiliki h seseorang,atau beberapa orang

lain “bukan disebabkan oleh

enjadi hak milik ba

sebagai hasil pemberia

gi yang

hada dua

Adapun yang dimaksud bukanvhak bersama ialah harta yang tidak

UIN-IMAM-BONJO

sertanya pihak lain.

Tidak @pclod@ka a k Wi lam kategori ini,
walaupun daj@m nogti kan hak bersama

dapat identik dengan hak pribadi. Penentuan hak atas harta

Minangkabau, kata “bukan milik bersama” tidak sama dengan kata
“milik pribadi” karena pengertian milik pribadi disini berarti dipunyai
oleh seseorang tertentu dengan arti individual, sedangkan adat

Minangkabau menganut filsafat bersama dalam kemasyarakatan yaitu
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dasar bersama, tujuan bersama, dan cara bersama. (Syarifuddin 1984,
218)

Harta pusaka tinggi, tanah ulayat kaum, termasuk yang telah
dibagi-bagi kepada perut-perut dalam suku, atau kepada rumah-rumah
dalam perut atau periuk-periuk dalam rumah, dengan status ganggam
beruntuk temasuk kepada harta milik bersama. Juga yang termasuk
harta milik bersama adalah harta pusaka rendah walaupun pemiliknya
dari lingkungan yangf lebih™ sempit wseperti perut dan rumabh.

(Kamaluddin 2005; 256)

Macam| harta

erdasarkan

harta yang

suami atau perkawinan,

maupun sesudahnya. Macam-madtam harta itu adalah sebagai berikut :

) gqHar /D at
inggal dirumah istri. Karena menurut adat Minang abau suami yang
tinggal di ru ya dijumpai pada
istri(Yaswir agepat liputi harta yang

dipusakai oleh istri baik pusaka tinggi atau pusaka rendah, juga
termasuk dalam kategori ini adalah harta pencarian wanita sebelum
kawin. Jika ia harta pusaka, maka yang menjadi ahli warisnya adalah
anak-anaknya. suami hanya boleh mengembangkannya dan menikmati

seperlunya atas jerih payah usaha yang ia lakukan. Ketentuan sekedar
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menikmati ini pun tidak diatur dan tidak pula dilarang oleh adat, tetapi
semata-mata kerelaan suami istri. Pengadilan menetapakan bahwa
ketika terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup, maka
terhadap harta pencarian berlaku hukum adat. Harta yang didapat,
tinggal; yang dibawa, kembali; suarang dibagi, dan sekutu dibelah.

(b) Harta Bawaan
Harta bawaan yaksi harta'yang dibawa oleh suami ke rumabh istri

sebagai orang sumiando. Harta el bisa“berbentuk harta pusaka, harta

pencarian sebelum kawig pa uang jemputan (seperti di

belum ia m jadi milik

(Yaswisman

sama suami-

istri. Pengertian ini pada masa S€

arta ya ibergleh dari hgadala kagagnangrang berkang o
UIN-IMAM-BONJC
arta ini dianggap sebagai harta bersyarikat atau milik berdua. Sebagai

harta bersyar AMN eMka harta itu dibagi

dua antara m? 1 iagPal, harta itu dibagi

antara suarang bila istri meninggal harta itu dibagi antara suami dan

arang telah diperluas, dimana semua

ahli waris menurut adat istri. Pepatah adat yang berbunyi: suarang
dibahagi, pusako dibalah. Harta yang telah dimiliki suami sebelum

kawin dan dibawa bersamanya ke rumabh istrinya (harta bawaan) dan
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harta yang telah dimiliki istri sebelum perkawinan (harta tepatan)
tidak termasuk harta suarang. (Kamaluddin 2005, 92)

Ketiga kemungkinan di atas, dijadikan modal dalam usaha baik
dalam bentuk harta tepatan, atau harta bawaan atau dari kedua bentuk
harta itu.juga dapat terjadi bahwa kedua pihak sama-sama berusaha
dan modalnya semata-mata dari hasil usaha sendiri, terlepas dari harta
pusaka sama sekali. Bentuke¢yangyterakhir inilah yang paling tepat
disebut harta pencarianfbersama“suami istri yang sudah berkembang

pada waktu ini. (Syarifuddin 193¢, 222)

i dapat
it. Harta
) dimiliki
a. Harta

ang hingga

;ﬂ
Ring-orang yang bg

tetapi bE® ‘ 3 annya. Harta'$

an bersama
ing diperoleh

bukan atas hasil suatu usaha. K®ludukan bersama di sana bukan atas

uaty pegiagiiangumpamagya Qers dalggge megpegolehgwaggan

UIN-IMAM-BONJO
apat disebut sebagai serikat milik yang terdapat dalam Kitab tiqih.

Harta s ih a e rta yang didapat

melalui usah@A BANG bentuk bersama

dengan modal bersama, atau modal bersama dilakukan usahanya oleh

pihak ketiga, atau berusaha bersama dalam menjalankan modal pihak

ketiga, atau semata-mata berusaha bersama dengan tenaga secara

menjual jasa, atau satu pihak mempunyai modal dan yang lain berusaha

dengan modal itu. Keseluruhan harta tersebut dinamai usaha berserikat
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dan hasil yang diperdapat disebut harta serikat. (Syarifuddin 1984,
222)

3.2.2. Kepemilikan Harta dan Tanah dalam Adat Minangkabau
Bagi alam pikiran Minangkabau, yang dimaksud dengan harta
ialah benda-benda yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah, ladang,
dan rumah. Tanpa memilik salah satu, dianggap sebagai orang yang
kurang, oleh karena it ia dipandangatendah, bahkan hina. Alam

pemikiran demikian bertolak dashajaran falsafah mereka bahwa setiap

nya, atau

sama dengan orang lain dan aga®)angan dipandang sebagai orang yang

NIMAM B

asratnya memiliki sebuah rumah, agar nilai perempuan 1tu menjadi

tinggi di mata| at
Sebelul u , te ilikan harta di

Minangkabau sudah bercorak komunal. Pengertian kaya adalah yang

gnia sebua

memiliki tanah yang luas. Tanah adalah milik kaum, kaum yang luas
tanahnya disebut kaum yang kaya (Yaswirman 2013, 148). Bagi
masyarakat agraris tanah dipandang sangat penting. Berdasarkan segi

falsafah, tanah merupakan lambang bagi martabat hidup mereka. Kaum
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atau orang-orang yang tidak mempunyai tanah barang sebingkah
dianggap sebagai orang kurang. Orang yang tidak mempunyai tanah
dipandang sebagai orang yang malakok (menempel) yang tidak jelas
asal-usulnya.

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat
mati. Analoginya sebagai tempat lahir, maka setiap kerabat harus
memiliki sebuah rumah tempat anak cucu dilahirkan, sebagai tempat
hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi

andalan untuk mehjamin makgmmkerabat; sebagai tempat mati, setiap

kaum harus [mempunyai j a agar jenazah kerabat jangan

elambangkan kesagannya

berikut

n ladang)
andung)

d dari saud3d # perempuan,

yang akan melahirkan kemend®an mereka. Andai kata kemenakan

ergka dilahirkag tagpa agapun ik i
UIN-IMAM J
menjadi kebanggaannya kelak. Oleh karena itu, tanah bukan semata-

mata berfung B! i, C u si@osial. (Navis 1984,
151)

Secara praktis perempuan tertua dalam rumah gadang berkuasa
terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu, karena dalam
sistem kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai
kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai

tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Baik hubungannya
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ke luar lingkungan kaum, terutama menyangkut pengalihan hak atas
harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyeleseian
sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala
waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat
lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan.
(Syarifuddin 1984, 229)

Sebenarnya yang menjadi pendukung dari harta pusaka adalah
kesatuan keluarga, juragi‘atau paruik. Pemakaianya diserahkan kepada

anggota-anggota Keluarga terse sebagai gahggaman nan bauntuak.

Anggota paruik/jurai tersg aroanti-ganti pemakai dari harta

eluarga tersebut.

persetujuan
dari m > i sg sendiri pun
dapat juUg : nan bauntuaR elah disetujui

oleh jurai keseluruhannya. Selail¥ dari memegang pelaksana kuasa dari

artg pusa m j rkeyaiiban n i-amagti
UIN-IMAM-BONJ
selalu terpelihara, bahka

puasaka itu n kalau bisa dapat bertambah.

- PADANG
4 e

Pusako ditolong
Warih dijawek artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya,

pusako ditolong maksudnya ialah bahwa setelah ahli warisnya
ditentukan haruslah disertai dengan syarat bahwa pusako itu harus
dijamin berada di dalam keadaan terpelihara baik. Andaikata dengan

tidak setahu mamak harto pusako itu dipindahkan oleh pemegang
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ganggam nan bauntuak ke tangan orang lain maka mamak selaku
pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali ganggaman
nan bauntuaknya. Dengan demikian ternyata bahwa ganggam nan
bauntuak harus dipegang oleh orang yang berhak serta tidak boleh
pindah ke tangan orang (keluar jurai/paruik) yang tak berhak. (Anwar
1997, 94)

Pemakaian harta seeara genggam beruntuk dapat terjadi
selamanya secara penuh, dengan arti tidak dicampuri oleh anggota

kaum lainnya. Inigdapat terjadidaila dalam rumah yang telah mendapat

hak menggunakan harta 4 ang ibu bersama dengan anak-

)

a untuk anggote@um, terutama
bila kaum itu sudah terpisah k@Pala rumah yang berdiri sendiri. Juga
erkewajj NZayasSige peRIgU hagha | upa igha K
UIN-IMAM-BONJOL
ewajiban dari pihak yang menggarap harta kaum sebagal genggaam
beruntuk terP AgaNaGmah gadang ialah
memeliharangh d n bYg@ia il hasilnya untuk
rumah gadang, bagi kepentingan anggota kaum seluruhnya.

(Syarifuddin 1984, 230)
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3.2.3. Pemanfaatan Harta Pusaka dan Sistem Kewarisan di dalam
Adat Minangkabau

Harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu
untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari.
Kepentingan itu ada dua tingkat yaitu kepentingan biasa dalam
kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh
dari harta pusaka. Kedua kepefitingan yang mendesak, yang seandainya
tidak dapat ditutupi dengan hasil*harta pusaka, dapat ditutupi dengan

harta pusaka itu sendiri.

Penggunaan har dalam™_hubungannya dengan

epentingan yang mg¢

wa harta

keperluan

Rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan

UIN:IMAM BONJOL

dalam lingkungan kesatuan paruik. Rumah gadang adalah lambang
, akan d¥p ethbawa®kerttsa epada bagian lain

dari rumah gadang itu. Untuk keperluan memperbaikinya

keutuha

kebocor

disediakan dana dari harta pusaka.
Rumah gadang ketirisan secara fisik juga berarti mendirikan
rumah gadang baru bila terjadi perkembangan anggota keluarga,

sedangkan rumah gadang lama tidak dapat menampung
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perkembangan itu. Waktu dulu pembangunan atau perbaikan
rumah gadang dilakukan secara kerja bersama seluruh anggota
keluarga separuik dan dibantu oleh kaum yang sesuku. Bahan-
bahannya dicari dihutan yang termasuk ulayat kaum. Begitu pula
pada waktu menegakannya dilakukan secara bersama-sama.
Waktu belakangan, semua bahan perlu dibeli dan tenaga tukang
perlu digaji, karenanya dana yang disediakan dan diperlukan dari
harta pusaka lebihdesar dibandingkan dengan pada waktu dulu.

Ditinjaudari segi rumah gadang sebagai lambang keutuhan

keluarga matrilinea tersebut juga berarti untuk

abau, gadis

gadis sudah

fga kawin add suatu adalah

suatu yang kurang dan me

an geladraggan gu sgdalaaday d isgdialgan dgri a
e

Gadis besar belum bersuami dapat disebabkan ol eberapa

hal, dian lu u rs@fia erwl yang dibutuhkan
untuk sutu #er su n atrilineal, dalam

rangka mengembangkan keluarga, diperlukan suami yang

alukan keluarga. Untuk menutup malu

didatangkan dari luar lingkungan kaum. Beratnya syarat
mengadakan perkawinan itu terjadilah adanya gadis besar belum

mendapatkan jodoh.
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Gadis besar tidak bersuami itu merupakan aib bagi keluarga,
maka segala usaha untuk mengatasinya harus ditempuh walaupun
untuk itu memerlukan dana yang besar. Untuk mencukupi
keperluan itu, hasil dari harta pusaka, bahkan harta pusaka itu

sendiri dapat dipergunakan.

c. Biaya mayat terbujur di téngahsumah
Mayat terbujusfdi tengah rumah seperti biaya pengurusan

jenazah dangSegala sesua ang ‘menyangkut dengan peristiwa

kematian. Termasuk pada yang harus dibiayai dengan

peristiwa kematign itu

dituntut

dan

syara’.

Siaip agat nygdiak tuk orgng 0
ketiga, hari ke i

tertentu seperti hari tujuh, hari keempat puluh dari

kematia affca r n yfhg Manyak. Acara-acara
tersebut [@dakgiTtiRgt yang @alNgn anggap perbuatan

itu tidak baik.

d. Pembangkit batang terandam
Membangkit batang terandam berarti bertegak penghulu yang

jabatan tersebut sudah lama ditangguhkan. Bila terjadi
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kekosongan jabatan penghulu karena penghulu lama tidak dapat
menjalankan fungsinya lagi atau sudah meninggal, maka harus
diadakan pengangkatan penghulu baru. Cara ini ditempuh bila
jurai atau paruik yang dapat giliran untuk memangku jabatan itu
secara material tidak mampu melaksanakannya pada waktu itu.
Oleh karenanya jabatan itu ditangguhkan dulu, sampai ada
kemampuan bagi yang befsangkutan.

Acara bertagdk penghulu ‘dalam adat Minangkabau

memerlukangbiaya yang besar, tenaga banyak dan waktu lama.

Untuk menghadapi p dengan hasil yang diberikan

ah sebabnya 3

< longgar. ia
tang, biaya
005, 88)

Keperluan kaum yang dignggap adat sudah sampai ke tingkat

engdesala sghagaimana digabugkan digatas, dalam debgrapaglit r
UIN-IMAM-BONJOL

a. Pembayaran hutang kehormata.

b. Pembayl off cih p b iri @i .

e PRDANG

d. Penutupi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan.

e. Untuk ongkos naik haji.
f.  Untuk membayar hutang yang dibuat bersama.
Penggunaan harta pusaka seperti disebutkan diatas, dapat

diperluas lagi pengertiannya kepada hal lain, sejauh bertujuan untuk
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kepentingan anggota kaum secara kelompok atau pribadi yang dapat
dikaitkan kepada kelompok dan sejauh tidak merugikan kepada
keutuhan harta pusaka itu sendiri.

Keseluruhan penggunaan harta pusaka yang disebutkan di atas,
menyangkut fungsinya di dalam kaum. Adapun fungsinya ke luar,
digambarkan dalam pepatah adat yang berhubungan dengan fungsi
lumbung yang satu lagi, yaitus “penenggang korong kampung, penjamu
dagang lalu”. Dua ungkapan adat tersebut, terlihat fungsi sosial dari

harta pusaka. Pénenggang Qi kampungy dapat berarti untuk

sekampung yang

ini fjuga berlaku guntuk

itu, yaitu mamak dari mamak. M@mak merupakan saudara laki-laki ibu.

engerti URmdarjmne ma d L) k ke kegne 3
tu:l\ Aa sa @ D, & @

ekonomi mereka bersifat komunal, maka dengan sendirinya harta

benda itu m e 3 ﬁ e tla luruh kaum yang
secara geneo@@gis | £ @ UN@n puan. Kaum itu

terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sifat warisan itu menjadi

bergaris yang paralel. Sako diwariskan pada kemenakan, yang di
dalamnya melekat segala tugas, hak dan kewajiban laki-laki, dalam
masalah pusako, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan pemilikan

oleh kerabat. Otomatis dengan sendirinya, meskipun sebagai kuasa,
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laki-laki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako. Pihak
perempuan mempunyai hak yang sama. Harta itu adalah hak saudara
perempuannya, seandainya saudara perempuannya tidak ada, hak
warisan akan diberikannya kepada saudara sepupunya yang
perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan). (Eva 2016,
86-87)

Harta pusaka dibagi berdasarkan keutamaan mengikut tingkat-
tingkat ahli waris. Ahliwaris yang'dekat akan menghijab (menghalang)

ahli waris yang _jauh. Ahli waggyvang berhubungan darah dan yang

paling dekat/yaitu anak, d an kalau ia ada, ia berhak atas

unit-unit kecil. Tetapi bila hart®itu tidak terlalu luas lebih baik ahli

UIN-IMAM-BONJOL
PADANG



